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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ba b Be 
ta t Te 
sa s es (dengan titik di  atas) 
jim j Je 
ha h ha (dengan titk di bawah) 
kha kh ka dan ha 
dal d De 
zal z zet (dengan titik di atas) 
ra r Er 
zai z Zet 
sin s Es 
syin sy es dan ye 
sad s es (dengan titik di bawah) 
dad d de (dengan titik di bawah) 
ta t te (dengan titik di bawah) 
 
 
xv 
za z zet (dengan titk di bawah)  
„ain „ apostrop terbalik 
gain g Ge 
fa f Ef 
qaf q Qi 
kaf k Ka 
lam l El 
mim m Em 
nun n En 
wau w We 
ha h Ha 
hamzah , Apostop 
ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
 
xiv 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
 
 
xv 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
 
 
 
 
xiv 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
xv 
 
 
xv 
EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama  : Aldy 
Nim  : 10500113029 
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Anak Dalam Tindak 
 Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan
 Nomor:1291/Pid.sus/2014/PN.Mks) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan hukum pidana materil 
dalam Tinjauan yuridis terhadap penyertaan anak dalam tindak pidana pembunuhan 
berencana dalam putusan Nomor 1291/pid.sus/2014/PN.Mks. Dan untuk mengetahui 
pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana penyertaan yang dilakukan 
anak. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan lokasi Pengadilan Negeri 
Makassar. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dan Penelitian Hukum Empiris 
tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, 
selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif terhadap pelaku dan untuk mengetahui 
pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana penyertaan yang dilakukan 
anak dalam putusan Nomor 1291/pid.sus/2014/PN.Mks. 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan  dalam surat tuntutan 
jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 7 
(tujuh) tahun, berdasarkan pasal 56 ayat ke-1 KUHAP bahwa setiap tersangka yang 
dijerat dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun wajib 
didampingi pengacara, diatur lebih khususnya lagi dalam undang-undang peradilan 
pidana anak, Pasal 3 huruf c “memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 
efektif” dan pasal 23 bahwa Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan 
bantuan hukum, kemudian secara hukum terdakwa belum cakap hukum sehingga 
dinilai belum bisa melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat kuasa atau 
dokumen hukum lainnya dua ketentuan ini tak sesuai hukum berdasarkan pasal 1330 
KUHPerdata, orang yang belum dewasa tidak cakap membuat perjanjian dengan 
demikian saya, berpandangan bahwa proses hukum terdakwa terdapat kekeliruan. 
Implikasi penelitian yaitu, dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, 
majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap 
di pengadilan dan juga hati nuraninya sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul 
memberikan keadilan kepada terdakwa anak. Saya berharap agar pihak masyarakat 
dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa 
dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi 
kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan 
tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-
hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan masyarakat, dikatakan bahwa negara tersebut “melanggar hukum” 
karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.
1
 
Hakikat pembangunan nasional sebagaimana di tegaskan Ketetapan MPR 
NO.II/MPR/1983 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
2
 
Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak 
positif maupun negatif, banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat 
akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, 
kenakalan anak-anak. 
Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik 
terhadap ketertiban umum maupun pelenggaran terhadap ketentuan undang-
undang oleh pelaku-pelaku usia muda, atau dengan perkataan lain meningkatnya 
kenakalan remajayang mengarah kepada tindakan kriminal.
3
 Mendorong kita 
untuk lebih banyak memberi perhatian akan penannggulangan serta 
penanganannya khusus di bidang Hukum Pidana Anak, beserta hukum acaranya. 
                                                             
1
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan), 
Catatan Ketiga. (jakarta; Sinar Grafika, 2010) h. 22. 
2
Agung Wahjonodan Ny. Siti.Rahayu, Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia, 
(Jakarta; SinarGrafika, 1993) h. 1. 
3
AgungWahjonodanNy. Siti.Rahayu, Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia,h. 2. 
2 
 
Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana 
yang masih muda usianya.
4
 
Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana 
orang dewasa dalam berbagai segi. Tak seorangpun yang berusia dibawah 
delapanbelas tahun yang pada umumnya harus tunduk pada Hukum Pidana bagi 
Anak, bagi anak-anak remaja yang berusia di antara enambelas dan delapanbelas 
tahun dibolehkan menyimpang dari peraturan ini baik untuk hukum pidana 
substantif maupun hukum acara pidana. Dalam keadaan yang luarbiasa para 
remaja ini dapat diadili berdasarkan sistem peraturan dari sistem peradilan pidana 
bagi orang Dewasa. Syarat dalam hukum pidana remaja substantif pada keadaan 
tertentu diharapkan bagi golongan kecil yang telah mencapai usia Delapanbelas 
tahun dalam pribadi sipelaku. Sanksi-sanksi bagi para pelaku delik usia Anak 
berbeda dengan pelakunya yang dewasa.
5
 
Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan 
dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk 
perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.
6
 
 
                                                             
4
Agung Wahjonodan Ny. Siti.Rahayu, Tinjaua  tentang peradilan anak di Indonesia,h. 2. 
5
 Hulsman, Sistem peradilan pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (cet: I 
Jakarta: PT CV.Rajawali, 1984) h. 181-182. 
6
Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), (Cet. IV; Bandung: PT Revika 
Aditama, 2013), h. 57. 
3 
 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan 
potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan 
sejarah bangsa sekaligus  cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.
7
 
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan 
abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan 
dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun oleh 
karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam 
wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok dan lain 
sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.
8
 
Menurut peraturan yang berlaku sampai sekarang, sistem pertanggung 
jawaban anak-anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung 
jawab. Semua anakyang dianggap mampu bertanggung-jawab”, masih tetap 
diadakan kemungkinan untuk tidak dipidana. Alasan untuk tidak dipidana, 
terutama bagi anak yang sangat muda. 
Bahwa anak itu belum dapat meng-insyafi nilai maupun akibat dari 
tindakan dan pula belum menginsyafi ketercelaan dari tindakannya, yang 
demikian tiada kesalahan (kehendak) padanya.kendati dalam hal ini tidak 
harusdiartikan, undang-undang masih mengadakan pembedaan antara yang 
mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.
9
 
                                                             
7
Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak  (cet : II Bandung: PT Refika Aditama, 2008) h. 5. 
8
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, h. 58-59. 
9
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, h. 265-266. 
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KUHPidana pasal 56 ayat 1 mengatakan dalam hal tersangka atau 
terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 
mempunyai penesehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua 
tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum 
mereka. 
Kemudian diatur juga oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak 
dalam Pasal 3 huruf c mengatakan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain 
secara efektifdan dipasal 23 juga dijelaskan bahwa dalam setiap tingkat 
pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingioleh 
pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ini. 
Dalam hal ini hakim pengadilan anak mewajibkan  anak yang sedang 
terlibat kasus hukum untuk didampingi oleh pengacara dalam tiap tahap 
pemeriksaan demi memenuhi rasa keadilan bagi anak, sebagaimana di jelaskan 
dalam ayat berikut: 
Q.S An-Nisa’ /4:105 yang menegaskan : 
                         
          
 
5 
 
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 
yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang 
yang khianat”. 
Selanjutnya berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata, menjelaskan orang yang 
belum dewasa tidak cakap membuat/membikin perjanjian, seperti membuat surat 
kuasa atau dokumen hukum lainnya dengan demikian saya, berpandangan bahwa 
seharusnya hakim membataklan penyidikan yang berkolerasi pada dakwaan batal 
demi hukum.  
Berkaitan hal tersebut di atas dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan 
putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam 
menjatuhkan putusan terhadap anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan 
perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi, dalam 
konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penulis merasa tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum hakim terhadap tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan 
judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor:1291/Pid.sus/2014 
PN.Mks)”. 
 
6 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Penyertaan 
Berencana Dalam Putusan Nomor:1291/Pid.sus.Anak/2014/PN.Mks? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan anak? 
 
C. Pengertian judul 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Anak Dalam 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan 
Nomor:1291/Pid.sus/2014/PN.Mks)”. Untuk memberikan arah yang tepat 
terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan pengertian kata-
kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini: 
a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, menyelidiki dan 
mempelajari.
10
 
b. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.11 
c. Penyertaan adalah proses, cara, perbuatan menyertai, atau menyertakan.12 
d. Pidana adalah perkara-perkara kejahatan (kriminal).
13
 
e. Pembunuhan berencana adalahpembunuhan dengan rencana terlebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang lain.
14
 
f. Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
15
 
                                                             
10Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern 
11
Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. 
12
Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern 
13
Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. 
14
id.wikipedia.org diakses pada pukul 24.00 WITA 8 Oktober 2016 
 
15
R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Cet. I; Jakarta Timur:Sinar 
Grafika, 2016), h. 14. 
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D. Kajian pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun 
penelitian yang memilih relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut: 
Nandang sambas dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan 
instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya menjelaskan 
bahwa, apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap 
anak yang telah melakukan criminal act selain perludikaji sifat dari perbuatannya, 
patut diuji pula masalah kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian 
diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka 
telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah 
pertanggungjawaban pidananya. 
E.Y.Kanter Dan S.R.Sianturi dalam bukunya asas-asas hukum pidana 
imdonesia dan penerapannya mengatakan apabila hakim memperoleh keyakinan 
bahwa seseorang terdakwa telah (terbukti) melakukan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa tersebut harus dipidana, namun demikian undang-undang masih 
memberi wewenag kepada hakim untuk tidak memidana seorang anak yang belum 
berusia 16 tahun yang telah melakukan suatu tindak pidana. Selain daripada 
alasan tersebut, rupanya menjadi pertimbangan pula, bahwa rumah penjara atau 
rumah pemasyarakatan atau tempat “pembimbingan” bagi para Narapidana 
supaya dapat kembali kedalam masyarakat,dalam kenyataannya tidak kurang 
seringnya malah merupakan “perguruan tinggi ilmu kejahatan bagi calon-calon 
penjahat besar. Mudah dimengerti jika seorang anak dimasukkan dalam rumah 
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pemasyarakatan, ia akan bercampur gaul dengan penjahat-penjahat  lainnya yang 
akan dapat pula mempengaruhi jiwa anak tersebut kearah yang tidak benar. 
R.wiyono dalam bukunya Sistem peradilan Pidana Anak Di Indonesia 
mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak 
adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem 
penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, 
dan subsistem pelaksanaan sanksi  hukum pidana anak yang berlandaskan hukum 
pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan 
sanksi hukum pidana. 
Bambang waluyo mengatakan haki menjatuhkan pidana pokok dan atau 
pidana tambahan atau tindakan, dalam segi usia. Pengenaan tindakan terutama 
bagi anak yang masih berumur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan 
belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. 
Wagiati Sutedjo dalam bukunya mengatakan mengingat masa depan serta 
kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali kita tinjau tujuan 
diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan 
menciptakan keadilan yang sesuai kesadaran hukum. Jadi hakim yang bijaksana 
dalam pemeriksaan dipersidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan 
patut mempertimbangkan penyebab kesalahan, apakah karena kelalaian atau 
sengaja, apakah dilakukan untuk pertama kali atau kesekian kalinya. 
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E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai sebagai berikut: 
a) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
penyertaan pembunuhan yang dilakukan anak dalam putusan 
No.1291/Pid.sus.Anak/2014/PN.Mks. 
b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap penyertaan dalam pembunuhan berencana yang 
dilakukan anak. 
2. Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang 
persepsi masyrakat terhadap faktor-faktor penyebab kenakalan yang dilakukan 
oleh dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum. Adapun 
secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoretik 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam 
mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 
ilmu hukum tentang Anak.   
b. Kegunaan Praktis  
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi 
masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah 
yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yangberasal dari bahasa yaitu delictum yaitu 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang. 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa Latin yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum 
sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).
1
 
 
Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) sebagai berikut: 
 
“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”2 
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu 
dipergunakan sejak pendudukan jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht 
dari bahasa belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk 
pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa belanda.
3
 
Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Laden Marpaung 
strafbaarfeit sebagai berikut: 
                                                             
1
 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2007, h. 92. 
2
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 
2010, h. 96. 
3
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (cet ke VI Bandung: 
Refika Aditama, 2014) h. 1-2. 
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“strafbaarfeit  adalah suatu tindakan yang melenggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang ysng 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
4
 
 
Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagai berikut: 
 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum.”5 
Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara 
kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
Undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. 
Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum 
pidana, maka tidak terlepas dari dua pokok, yakni: 
a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 
pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 
memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-
olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak 
hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat 
dipidana. 
b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima 
oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
6
 
                                                             
4
Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012, h. 8. 
5
 P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, 
Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 182. 
6
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014) h. 191. 
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Sedangkan definisi hukum pidana formil. Selanjutnya Van Bemmelen 
menjelaskan hal tersebut sebagai berikut : 
Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-
turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana 
yang diancam terhadap perbuatan itu, Hukum Pidana formil mengatur cara 
menegakkan hukum pidana materiil.Terlepas dari pembagian tersebut, Bahwa 
hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik 
menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau 
melakukan sesuatu, yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan daerah 
yang diancam dengan sanksi pidana.
7
 
Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar  perintah untuk 
melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberi sanksi, 
baik di dalam undang-undang maupun didalam peraturan daerah.
8
 
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau 
                                                             
7
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 192. 
8
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 193. 
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perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-
unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut : 
a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.Asas 
hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman, kalau tidak ada 
kesalahan.Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui 
bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni : 
1) Kesengajan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidbewutstzijn) 
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantulais). 
Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni : 
a) Tak berhati-hati. 
b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.9 
b. Unsur objektif 
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan 
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang 
dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
10
 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia, berupa : 
                                                             
9
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 194. 
10
R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet. XVII; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2012), h. 175. 
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a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
3) Keadaan-Keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si 
pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu. 
Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan 
unsur subjektif.Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri 
manusia, yaitu berupa. 
a. Suatu tindakan; 
b. Suatu akibat; 
c. Keadaan. 
15 
 
 
Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-
unsur dari perbuatan yakni : 
a. Kemampuan untuk dipertanggungjawabkan; 
b. Kesalahan.11 
Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur 
subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya lamintang menyatakan sebagai berikut : 
“yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan, yaitu 
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah; 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seprti yang 
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
didalam kejutan-kejutan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte road seperti yang 
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP. 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
                                                             
11
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 194-195. 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 
a. Sifat melawan hukum; 
b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 
c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Berangkat dari apa yang telah dijelaskan diatas, meskipun diantara satu 
sama lainnya secara berbeda-beda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur 
perbuatan pidana. Akan tetapi seluruh unsur delik tersebut merupakan satu 
kesatuan.
12
 
Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur yang paling urgen untuk 
perbuatan pidana(ditilik dari sudut objektif) menurut Apeldoorn adalah sifat 
melawan hukumnya.Jika tidak tebukti maka tak ada perbuatan pidana.Akan tetapi 
menyebabkan terdakwa harus dibebaskan.Selanjutnya, mencermati pendapat dari 
pendapat Satochid dan Lamintang tentang unsur-unsur delik diatas, maka 
pendapat Satochid yang memasukkan toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur 
subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua toerekenigsvatbaarheid 
bersumber dari si pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari overmacht atau 
ambttelijk bevel (pelaksanaan perintah jabatan). Sedang pendapat laminating, 
yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si 
pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2,3 dan 4 unsur subjektif, 
pada hakikatnya termasuk “kesengajaan” pula.13 
 
                                                             
12
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 196. 
13
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 197. 
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3. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang mejurus kepada pemidanaan 
pelaku dengan meksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka 
dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
14
 
Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Mampu Bertanggung jawab  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya 
tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu 
ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain 
berbunyi sebagai berikut:  
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 
karena penyakit, tidak dipidana.” 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu 
bertanggungjawab mecakup:  
1) Keadaan jiwanya:  
a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporai); 
b) Tidak cacat dalampertumbuhan ; dan  
                                                             
14
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap 
Indonesia,2012 h. 73. 
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c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 
pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), 
mengigau karena demam (koorts), dan lain sebagainya, dengan 
perkataan lain diadalam keadaan sadar.  
2) Kemampuan jiwanya:  
a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;  
b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak; dan  
c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.15 
1. Pengertian Pembunuhan 
Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai 
“menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan 
adalah suatu tindak pidana materil.
16
 
Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk 
menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau 
suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan 
catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 
meninggalnya orang lain tersebut.
17
 
                                                             
15
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap 
Indonesia, 2012  h. 76 
16
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 
h. 57. 
17
P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang,Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, 
Cetakan Kedua (jakarta; Sinar Grafika, 2012) h. 1. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
Pembunuhan dalam bentuk pokok, dumuat dalam pasal 338 yang 
rumusannya adalah : 
Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 
Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari : 
a. Unsur obyektif 
1) Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
2) Obyeknya : nyawa orang lain; 
b. Unsur subyektif : dengan sengaja. 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat 
yang harus dipenuhi, yaitu : 
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kematian (orang lain); 
3) Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara 
perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
3. Penyertaan Memberi Bantuan 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan di hukum: 
Ke-1: mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu 
kejahatan itu dilakukan. 
Ke-2: mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Pada masing-masing jenis pembantuan diisyaratkan: 
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a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki 
oleh petindak (pelaku utama) 
b. Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu 
petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Buka untuk 
mewujudkan kejahatan lain. 
c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau 
memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki 
petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantumerupakan 
unsur dari kejahatan tersebut. Justru kesengajaan petindak 
merupakan unsur dari kejahatan tersebut 
Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang 
disebut sebagai pelaku utama atau petindak.Hubungan antara pembantu dengan 
petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan 
bersamaan dengan terjadinya kejahatan (pasal 56 ke-1) atau mendahului 
terjadinya kejahatan (pasal 56 ke-2). Menurut memori penjelasan dikatakan 
pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan, 
yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik, misalnya memberikan sesuatu benda 
atau menyingkirkan sesuatu rintangan. 
Pembantuan harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan harus 
ditunjukkan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, ini tidak bererti bahwa 
pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya 
dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh 
pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang di berikannya 
misalnya adalah untuk melakukan pencurian. Jelasnya macam kejahatan yang 
sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui pembantu. 
21 
 
 
Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan 
ditujukan.
18
 
4. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan 
pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman 
pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam 
Pasal 340 yang rumusannya adalah : 
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana
19
, 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama 20 tahun. 
Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur : 
a. Unsur subyektif : 
1) Dengan sengaja 
2) Dan dengan rencana terlebih dahulu 
b. Unsur obyektif : 
1) Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
2) Obyeknya : nyawa orang lain; 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 
ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman 
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pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan 
dalam 338, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. 
Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
merumuskan pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja 
melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.
20
 
Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan 
biasa Pasal 338 KUHP, maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang 
menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah 
cukup dibicarakan di muka.
21
 
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 unsur, yaitu : 
a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 
pelaksanaan kehendak; 
c. Pelaksanaan kehendak (erbuatan) dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) 
yang tenang.Yang tenang adalah suasana tidak tergesa-tersgesa atau tiba-tiba, 
tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi.Sebagai indikatornya 
adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan 
dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan 
pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, 
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dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan 
mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak 
untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.
22
 
Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya 
kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu.Waktu yang cukup ini 
adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan 
bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku.Tidak telalu 
singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk 
berpikir-pikir, karena tergesa-gesa,waktu yang demikan sudah tidak lagi 
menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk 
membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. 
Dalam waktu tenggang itu masih tampak adanya hubungan antara 
pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya 
hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu : (1) dia 
masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. (2) bila kehendaknya 
sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan rekayasa. 
Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada 
kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu 
dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan diatas, dapat disimak dalam 
suatu arrest Yang menyatakan bahwa “untuk dapat diterimanya suatu rencana 
terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau 
panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang.Pelaku 
harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam 
suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. 
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Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana (batin) tenang.Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh 
banyak orang sebagai yang terpenting.Maksudnya suasana
23
 hati dalam saat 
melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah 
yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. 
Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang 
diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan 
yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada 
lagi dengan rencana terlebih dahulu. 
Contohnya, B menzinahi susan (istri A) sampai berkali-kali. Karena itu A 
sakit hati. Untuk melampiaskan sakit hatinya, dan dengan maksud agar perbuatan 
mesum itu tidak berkelanjutan terus, maka A memutuskan kehendak itu, A 
merencanakan pembunuhan itu dengan jalan mengirim ke pada B yang di 
dalamanya diisi racun, juga telah menetapkan saat/waktu yang tepat. Tetapi suatu 
hari, sebelum saat yang telah ditetapkan itu tiba, tidak diduga A bertemu dengan B 
yang sedang menggandeng susan istri A itu. Melihat istrinya sedang bermesraan 
dengan B, timbullah emosi dan amarah, diambilnya batu besar yang tergeletek di 
jalan, diangkatnya dan dipukulkannya ke kepala B, dan kepala itu pecah, matilah 
dia. 
Pada contoh diatas, walaupun ada tenggang waktu yang cukup sejak 
diputuskannya kehendak untuk membunuh sampai terjadinya peristiwa matinya B 
tadi, dan bahkan sudah direncanakan alat dan waktu pelaksanaanya, tetapi 
pembunuhan yang dilakukan A bukan pembunuhan berencana, melainkan 
pembunuhan biasa. Karena syarat yang disebutkan pada butir a dan butir b 
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tersebut tidak ada hubungannya/sudah terputus dengan pelaksanaan pembunuhan 
A tadi. Putusan kehendak yang dilaksanakan pada pembunuhan ini, bukan lagi 
berupa putusan kehendak yang pertama, melainkan keputusan kehendak yang lain. 
Sebetulnya dalam contoh diatas, unsur dengan rencana terlebih dahulu 
(disingkat : berencana) sudah terbentuk dengan telah terbentuknya syarat pertama 
dengan syarat kedua.
24
 
Hanya saja tidak/belum penting dari sudut hukum pidana (pasal 340) 
sepanjang kehendak yang di tunjang dengn berencana itu belum diwujudkan 
dalam pelaksanaan. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat 
untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, dan bukan untuk 
membuktikan adanya berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga 
yang dianggap penting diantara 3 syarat tadi adalah syarat dalam hal untuk 
membuktikan adanya pembunuhan berencana, dan bukan membuktikan adanya 
berencana.
25
 
D. Tinjauan Umum Tentang Anak. 
1. Pengertian Anak 
Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan begitu juga menurut para pakar. Namun Secara umum kita ketahui yang 
dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum 
kawin. 
a) Pengertian Anak Secara Sosiologis 
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan 
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dengan anak, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa 
serta belum kawin.
26
 
b) Pengertian Secara Psikologis 
Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase 
perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu.
27
 
Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas 
usianya, juga dapat dilihat dari dari pertumbuhan dan perkembangan  jiwa yang 
dialaminya. 
c) Pengertian anak secara yuridis 
Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, 
dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang 
yang menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah 
kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta 
masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum 
hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana.
28
 
Berikut ini merupakan  beberapa pengertian anak dalam peraturan 
perundang-undangan. 
MenurutKUHP dalam Pasal 45, ditetapkan bahwa belum dewasa apabilla 
belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur 
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anak sebagai pelaku kejahatan (Bab XIV, Pasal 287 ayat 1) adalah apabila 
berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
29
 
Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak 
Dalam pemikiran tentang hakekat anak  dan perkembangan anak-anak 
antara lain Johan Amos Comenius ia di pandang  sebagai seorang ahli pendidik 
yang pertama kali mengemukakan sifat-sifat khas dari anak, yang berbeda dengan 
ciri dan sifat orang dewasa. Jean jacquis Rousseu menuntut agar  dalam 
perkembangannya dibiarkan tumbuh dalam kebebasan. 
Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus 
bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sitem penilaian manusia dewasa. Namun 
demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri 
anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari 
salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu 
diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak.
30
 
Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud Anak Nakal adalah: 
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Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
31
 
Romli Atmasasmita mengatakan bahwa, Setiap perbuatan atau tingkah 
laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan 
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.
32
 
Bentuk motifasi itu ada 2 (dua) macam yaitu: motifasi intrinsik dan 
ekstrinsik. Yang dimaksud motifasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada 
diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motofasi 
ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. 
Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan menyetujui 
bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecendrungan untuk berbuat baik, 
akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat dengan faktor yang 
ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan 
dirinya berbuat sebaliknya.
33
 
RomliAtmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motifasi 
intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak: 
Yang termasuk motifasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah: 
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a. Faktor intelegentia. 
Anak-anak ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah 
dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik
34
 (prestasi sekolah 
rendah).Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, 
mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.
35
 
b. Faktor usia. 
Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya 
kejahatan. Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula 
dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-
musabab, timbulnya kenakalan.
36
 
c. Faktor kelamin. 
Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya 
perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi 
juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam 
mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan 
kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, 
perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya.Sedangkan perbuatan 
pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap 
ketertiban umum, pelanggaran kesusialaan misalnya melakukan persetubuhan 
diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.
37
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d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 
Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah 
kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya 
anak pertama, kedua dan seterusnya.Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan 
anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar 
biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya 
dikabulkan.Perlakuan orangtua terhadap anak menyulitkan anak itu sendiri dalam 
bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik didalam jiwanya, apabila 
suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat lainakhirnya 
mengakibatkan frustasi dan cendrung mudah berbuat jahat.
38
 
Yang termasuk motifasi ekstrinsik pada kenakalan adalah: 
e. Faktor rumah tangga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, 
mendewasakan dan didalamnya anak mendapat pendidikan yang pertama kali. 
Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan 
lingkungan yang kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang 
belum bersekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting 
dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi 
perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negrtif. 
Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, 
sebagian besar waktunya adalah didalam keluarga maka sepantasnya kalau 
kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagian juga berasal dari keluarga.
39
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f. Faktor pendidikan dan sekolah 
Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-
anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-
anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau 
bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang 
berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.
40
 
g. Faktor pergaulan anak 
Harus disadari betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan 
pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks lingkungan pergaulan 
anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya.Dalam situasi sosial 
yang menjadi semakin longgar anak-anak kemudian menjauhkan diri dari 
keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap 
sebagai tersisih dan terancam.Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru 
dengan subkultur yang sudah delinkuen sifatnya.
41
 
h. Faktor mass-media 
Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan 
anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat 
kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi 
anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk,
42
 maka 
hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-
hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno 
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akanmemberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan 
berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. 
3. pertimbangan pemidanaan anak 
Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana 
yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan 
dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan 
menjamin terwujudnya kesejahtaraan anak, dengan kata lain, pemisahan ini 
penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.
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Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan 
pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas 
sosial yang membuat case study tentang anak dalam sidang. 
Adapun yang tercantum dalam case study ialah gambaran keadaan si anak, 
berupa: 
a. Masalah sosialnya. 
b. Kepribadiannya. 
c. Latar belakang kehidupannya, misalnya: 
d. Riwayat sejak kecil. 
e. Pergaulannya diluar dan didalam rumah. 
f. Keadaan rumah tangga si anak. 
g. Hubungan antara Bapak, Ibu, dan si anak. 
h. Hubungan si anak dan keluarganya, dan lain-lain. 
i. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut. 
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Case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak 
dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat case 
study dapat dilihat dengan nyata keadaan anak secara khusus. Sedangkan apabila 
hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan  case study, 
maka hakim tidak akan mengetahui keadaan  sebenarnya anak sebab hakim hanya 
boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa 
jam saja dan biasanya dalam case study petugas BISPA menyarankan pada hakim 
tindakan-tindakan sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih 
memenuhi kebutuhan anak.
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Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih 
dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan bagi pelaku pidana yang 
masih dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak 
hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan 
serta perlindungan bagi anak.Namun, yang paling penting, diharapkan agar pihak 
penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. 
Sehingga penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam 
menyelesaikan suatu perkarkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain 
tidak mendapat jalan keluarnya. 
4. Jenis pidana dan tindakan bagi Anak Nakal 
Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak nakal dapat 
dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan 
a. Pidana pokok 
Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu: 
a. Pidana peringatan 
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Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan 
pembatasan pembebasan anak. 
b. Pidana dengan syarat 
Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim  dalam hal pidana 
penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 
c. Pidana pembinaan  
Di luar lembaga dapat berupa keharusan yaitu mengikuti program 
pembinmbingan dan penyeluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti 
terapi dirumah sakit jiwa, Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada 
hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak 
melampaui  maksimun 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan. 
d. Pidana pelayanan 
 
  Masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak 
dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. 
Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagaian kewajiban dalam menjalankan 
pidana pelayanan mesyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat 
mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut 
mengulangi seluruh atau sebagaian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan 
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terhadapnya, pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 
(tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. 
Pidana pengawasan 
 yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 
71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) 
tahun, dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing 
oleh pembimbing Kemasyarakatan. 
a) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) 
huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja 
yang sesuai dengan usia Anak, pidana pelatihan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 1 (satu) tahun. 
b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan 
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh 
pemerintah maupun swasta, pidana pembinaan di dalam lembaga 
dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan 
masyarakat, pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan anak yang 
telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan didalam 
lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
c) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan 
Anak akan membahayakan masyarakat, pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada Anak psling lama ½ (satu perdua) dari maksimun 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, pembinaan LPKA  
dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun anak yang 
telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan 
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembesan bersyarat, pidana 
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penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir jika, tindak 
pidana yang dilakukan anak merupakan tindakpidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, pidana yang dujatuhkan adalah pidana penjara 
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun. 
 
b. Pidana tambahan terdiri atas: 
1). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 
2). Pemenuhan kewajiban adat. 
Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara 
dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
a. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat 
dan martabat anak. 
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan pemerintah.
45
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah field research Kualitatif, yaitu 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi serta dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi 
bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara 
serta putusan-putusan pengadilan negeri Makassar yang berkaitan dengan 
“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di 
Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1291/Pid.sus/2014/PN.Mks)” 
dalam sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun2012. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri 
Makassar. 
B. Metode Pendekatan 
Pendekatan Penelitian yang dilakukan penelitian adalah pendekatan penelitian 
hukum normatif-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hokum 
normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah 
pelaksanaan atau penerapannya dalam system peradilan pidana anak guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris 
(terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan pada 
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peristiwa hukum in concerto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya 
selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu: 
1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. 
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna mencapai 
tujuan yang telah di tentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui 
perbuatan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realiasi pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut 
atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut maka penelitian hukum 
normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer: 
1. Data Primer dalam penulisan menggunakan Undang Undang Nomor 
11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Data Sekunder, antara lain berupa wawancara langsung pihak-pihak 
yang Terkait. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber 
lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh 
dengan bergai cara yaitu: 
1. Wawan cara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 
secara langsung
1
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2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti
2
 
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen.
3
 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data kedalam pola, 
fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan. 
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik. 
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BAB IV 
  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Penyertaan Oleh Anak 
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.  
Sebelum menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materill dalam 
kasus putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks, maka perlu diketahui 
terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan pitusan oleh majelis hakim dengan 
melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar dan mengadili 
perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari jumat tanggal 13 juni 2014 pukul 10.00 WITA Terdakwa 
dan lk. ICCA berada didepan rumah kost lk. ABIDIN bersama istrinya 
(korban) dan pada saat itu Terdakwa melihat-lihat lk. ABIDIN dan pada 
saat itupula lk. ABIDIN turun dari kamar kontraknya menuju ke Terdakwa 
dan lk. ICCA sambil mengatakan kenapa Terdakwa melihat-lihat lk. 
ABIDIN sambil ingin memukul Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 
“Cuma mauki kutahu karena baruki saya lihat dikampung ini” dan 
kemudian Terdakwa dan lk. ICCA pergi. Kemudian pada malam harinya 
sekitar pukul 24.00 WITA, klien bersama lk. ICCA dan lk. RISWANDI 
Als. DANDI mendatangi kamar lk. ABIDIN dan yang membuka pintu 
adalah istri lk. ABIDIN (korban), kemudian Terdakwa menanyakan 
keberadaan suami korban dan pada saat itu pula suami korban (lk. 
ABIDIN) keluar sambil memegang parang dan kemudian keluar teman lk. 
ABIDIN yang berada dalam rumah dengan memegang sebilah badik, lalu 
Terdakwa mengajaknya turun dari rumah akan tetapi lk. ABIDIN dan 
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temannya tidak ingin turun, kemudian Terdakwa bersama dengan lk. 
ICCA, lk. RISWANDI Als DANDI dan lk.DAYAT meneriaki suami 
korban untuk turun dari rumah dan saat itu lk. ABIDIN dan temannya 
tidak ingin turun sehingga Terdakwa dan teman-temannya pulang kembali. 
 Pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014, Terdakwa bersama lk. ICCA 
dan lk. DANDI didatangi massa yang dibawah oleh korban dan suami 
korban lk. ABIDIN, dimana saat itu mencari terdakwa dengan lk. ICCA 
akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak berada ditempat dan Terdakwa 
hanya mendapat berita dari warga dimana pada saat itu suami korban dan 
korban sempat mengatakan bahwa jika terdakwa dan temannya itu didapat 
maka akan diinjak-injak dan akan digantung kemudian dipotong-potong. 
Sehingga Terdakwa dan lk. ICCA, lk. RISAL Dg. TABA dan DANDI 
berjaga-jaga di kampung. 
 Kemudian pada hari senin malam tanggal 16 juni 2014 sekitar 
pukul 21.10 WITA lk. DAYAT mendatangi rumah Terdakwa dan pada 
saat itu lk.RISAL DG. TABA dan lk. ICCA dan lk. DANDI berada 
dirumah sedang berkumpul dan kemudian pada saat itu lk. ICCA 
mengatakan “ayomi datang lagi gondrong ka adami itu dirumahnya” dan 
saat itu Terdakwa, lk. RISAL DG. TABA, lk. DAYAT, lk. DANDI dan lk. 
ICCA mencari parang yang akan dibawah kerumah korban. Sekitar pukul 
20.30 WITA lk. DAYAT berboncengan dengan Terdakwa, lk.RISAL DG. 
TABA berboncengan dengan lk. ICCA dan lk. DANDI menggunakan 
sepeda motornya menuju ke BTP kampung bangkala. Setelah sampai  
terdakwa, ICCA dan RISAL DG.TABA masuk kedalam rumah sedangkan 
lk. DAYAT dan lk. DANDI menunggu ditangga. Terdakwa bersama 
kakak Terdakwa lk. RISAL, lk. ICCA, lk. RISWANDI Als. DANDI dan 
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DAYAT berangkat dari rumah Terdakwa di pattalassang menuju BTP 
kampung bangkala dengan membawa alat masing-masing (parang dan 
pisau pengiris daging). Setelah berada didepan kamar korban Terdakwa 
mengetuk pintu kamar korban dan kemudian mengatakan mana suamimu, 
namun pada saat itu korban tidak menjawab dan tidak membuka pintu dan 
kemudiansaat pintu terbuka korban ingin lari keluar untuk melarikan diri. 
Namun pada saat itu Terdakwa dan lk. RISAL  menahannya dan kemudian 
lk. RISAL langsung memarangi korban beberapa kali dan kemudian pada 
saat korban sudah terkapar atas kejadian tersebut Terdakwa ditahan di 
POLSEKTAMALANREA dan dititip di rumah tahanan 
POLRESTABESMAKASSARdengan alasan keamanan, karena diduga 
melanggar pasal 340 KUHpidana jo pasal 55,56 KUHpidana atau pasal 
338 KUHpidana jo pasal 55,56 KUHpidana. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta 
perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan 
harus disusun sesuai dengan syarat formil dan materil, sesuai dengan bunyi pasal 
143 ayat 2 meliputi: 
a) Syarat formil, harus disebut nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan dan alamat. 
b) Syarat materil, uraian lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana 
Dalam surat dakwaan uraiannya harus jelas, maksudnya ialah penuntut 
umumharus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang 
didakwakan secara jelas dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dipadukan 
dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh 
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terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara 
jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut 
sebagai pelaku, pelaku peserta, penggerak, penyuruh atau sebagai pembantu. 
Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau 
penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak 
pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan 
(obscuur libel). berarti harus menyebutkan : 
1) Unsur tindak pidana yang dilakukan. 
2) Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik. 
3) Cara perbuatan dilakukan. 
Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun 
harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam UU secara 
lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal tidak tercantum dalam 
surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus 
diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu 
dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang 
diperlakukan dalam rangka usaha pembuktian didalam sidang pengadilan yang 
ketinggalan. 
Dalam KUHAPidana tidak terdapat ketentuan pasal-pasal yang mengatur 
tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan 
masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya 
sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik 
masing-masing. 
Setelah melihat putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor:1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. Dapat disimpulkan bahwa dakwaan 
yang disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan subsider. 
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Surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang didalamnya 
dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang berat 
ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi sesungguhnya 
didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang 
pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud 
agar hakim memeriksasecara cermat perkara tersebut. Ini dapat dilihat dalam 
susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 
No:1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. sebagai berikut: 
1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 340KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-1 KUHP. 
2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-1 KUHP. 
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 351 KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-1 KUHP. 
4. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 351 KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-1 KUHP. 
5. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-2 KUHP. 
6. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-2 KUHP. 
7. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-2 KUHP. 
8. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-2 KUHP. 
9. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. 
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10. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana   pada 
pasal 351 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-2 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah 
pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 
1 KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses 
pembuktian di persidangan pidana selesai dibuktikan. 
Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat tuntutan atau 
dalam bahasa lain disebut dengan Rekoisitor adalah surat yang memuat 
pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di 
persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai 
dengan tuntutan pidana . agar supaya surat tuntutan tidak mudah untuk disanggah 
oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka surat tuntutan harus dibuat dengan 
lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
membuat surat tuntutan: 
a. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis. 
b. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
c. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti. 
d. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya. 
Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam putusan No. 
1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. dapat dilihat dalam tuntutan jaksa penuntut 
umum, Nomor Register Perkara: PDM – 492/R.4.10/Ep/07/2014, yang pada 
pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan: 
1) Menyatakan terdakwa RUSDI Aias DUDDING bersalah melakukan 
tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan terhadap pembunuhan 
berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 
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KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-1 KUHP dalam Dakwaan KESATU 
PRIMAIR. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap RUSDI Alias DUDDING dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara. 
3) Menetapkan barang bukti berupa 
a) 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah. 
b) 1 (satu) buah parang yang bersarung kayu dan bergagang kayu. 
c) 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu dan bersarung kertas 
putih. 
d) 1 (satu) buah pisau besi putih bergagang dan bersarung kayu. 
4) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah). 
4. Analisis Penulis 
Menurut surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah 
memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 143 ayat 2 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh 
penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat 
uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan. Penyusunan surat 
dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi 
kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau 
unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil di buktikan. 
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Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan subsider sehingga majelis 
hakimlangsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang dirasa unsur-
unsurnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa 
dalam kasus ini berdasarkan dakwaan penuntut umum Pasal 340 kitab Undang-
Undanghukum pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dalam perbuatan itu 
dapat dihukum, adalah sebagai berikut: 
A. Unsur barang siapa 
Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan 
subjek hukum berupa manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya. 
maka identitasnya harus diuraikan secara cermat jelas dan lengkap dalam 
surat dakwaan, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwa sebagai 
pelaku tindak pidana ialah Rusdi ALIAS DUDDING sebagaimana identitas 
terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut 
umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau 
unsur barang siapa dalam putusan perkaraNo 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. 
B. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. 
Dengan sengaja atau kesengajaan seringkali menjadi perdebatan dan 
polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie vanoelichting 
tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau 
kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus 
dan culpa dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karenakarena kealpaan 
sedangkan lawan kealpaan adalah kesengajaan. 
Dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat 
ditinjau dari dua teori yaiyu teori kehendak dan teori pengetahuan. 
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Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam oerwujudannya 
dapat berbentuh kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya 
akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, 
suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila 
perbuatan itu benar-benar disadari pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk 
mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai 
dengan dilakukannya perbuatan tersebut. 
Sedangkan dalam teori bayangan/pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar 
untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat 
yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut 
mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat 
menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang 
dilakukannya itu. 
Yang dimaksud dengan “Direncanakan terlebih dahulu” dalam penjelasan 
pasal ini yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya 
masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya 
dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan 
dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta 
hukum, Pada hari jumat tanggal 13 juni 2014 pukul 10.00 WITA terdakwa dan lk. 
ICCA berada didepan rumah kost lk. ABIDIN bersama istrinya (korban) dan pada 
saat itu terdakwa melihat-lihat lk. ABIDIN dan pada saat itupula lk. ABIDIN 
turun dari kamar kontraknya menuju ke terdakwa dan lk. ICCA sambil 
mengatakan kenapa terdakwa melihat-lihat lk. ABIDIN sambil ingin memukul 
terdakwa dan terdakwapun mengatakan “Cuma mauki kutahu karena baruki saya 
lihat dikampung ini” dan kemudian terdakwa lk. ICCA pergi. Kemudian pada 
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malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA, terdakwa bersama lk. ICCA dan lk. 
RISWANDI Als. DANDI mendatangi kamar lk. ABIDIN dan yang membuka 
pintu adalah istri lk. ABIDIN (korban), kemudian terdakwa menanyakan 
keberadaan suami korban dan pada saat itu pula suami korban (lk. ABIDIN) 
keluar sambil memegang parang dan kemudian keluar teman lk. ABIDIN yang 
berada dalam rumah dengan memegang sebilah badik, lalu terdakwa mengajaknya 
akan tetapi lk. ABIDIN dan temannya tidak ingin turun, kemudian terdakwa 
bersama dengan lk. ICCA, lk. RISWANDI Als DANDI dan lk.DAYAT meneriaki 
suami korban untuk turun dari rumah dan saat itu lk. ABIDIN dan temannya tidak 
ingin turun sehingga terdakwa dan teman-temannya pulang kembali. 
 Pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014, terdakwa bersama lk. ICCA dan lk. 
DANDI didatangi massa yang dibawah oleh korban dan suami korban lk. 
ABIDIN, dimana saat itu mencari terdakwa dengan lk. ICCA akan tetapi pada saat 
itu terdakwa tidak berada ditempat dan terdakwa hanya mendapat berita dari 
warga dimana pada saat itu suami korban dan korban sempat mengatakan bahwa 
jika terdakwa dan temannya itu didapat maka akan diinjak-injak dan akan 
digantung kemudian dipotong-potong. Sehingga terdakwa dan lk. ICCA, lk. 
RISAL Dg. TABA dan DANDI berjaga-jaga di kampung. 
Kemudian pada hari senin malam tanggal 16 juni 2014 sekitar pukul 21.10 
WITA lk. DAYAT mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu lk.RISAL DG. 
TABA dan lk. ICCA dan lk. DANDI berada dirumah sedang berkumpul dan 
kemudian pada saat itu lk. ICCA mengatakan “ayomi datang lagi gondrong ka 
adami itu dirumahnya” dan saat itu terdakwa, lk. RISAL DG. TABA, lk. 
DAYAT, lk. DANDI dan lk. ICCA mencari parang yang akan dibawah kerumah 
korban. Sekitar pukul 20.30 WITA lk. DAYAT berboncengan dengan terdakwa, 
lk.RISAL DG. TABA berboncengan dengan lk. ICCA dan lk. DANDI 
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menggunakan sepeda motornya menuju ke BTP kampung bangkala. Setelah 
sampai ditujuan terdakwa, ICCA dan RISAL DG.TABA masuk kedalam rumah 
sedangkan lk. DAYAT dan lk. DANDI menunggu ditangga. Terdakwa bersama 
kakak terdakwa lk. RISAL, lk. ICCA, lk. RISWANDI Als. DANDI dan DAYAT 
berangkat dari rumah terdakwa di pattalassang menuju BTP kampung bangkala 
dengan membawa alat masing-masing (parang dan pisau pengiris daging). Setelah 
berada didepan kamar korban terdakwa mengetuk pintu kamar korban dan 
kemudian mengatakan mana suamimu, namun pada saat itu korban tidak 
menjawab dan tidak membuka pintu dan kemudiansaat pintu terbuka korban ingin 
lari keluar untuk melarikan diri. Namun pada saat itu terdakwa dan lk. RISAK 
menahanyya dan kemudian lk. RISAL langsung menahannya dan kemudian lk. 
RISAL langsung memarangi korban beberapa kali dan kemudian pada saat korban 
sudah terkapar atas kejadian tersebut klien ditahan di POLSEKTAMALANREA dan 
dititip di rumah tahanan POLRESTABESMAKASSARdengan alasan keamanan, karena 
diduga melanggar pasal 340 KUHpidana jo pasal 55,56 KUHpidana atau pasal 
338 KUHpidana jo pasal 55,56 KUHpidana. 
Dari posisi kasus diatas dapat dilihat dan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi 
bantuan terhadap pembunuhan berencana” dapat dilihat pada Kemudian pada hari 
senin malam tanggal 16 juni 2014 sekitar pukul 21.10 WITA lk. DAYAT 
mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu lk.RISAL DG. TABA dan lk. ICCA 
dan lk. DANDI berada dirumah sedang berkumpul dan kemudian pada saat itu lk. 
ICCA mengatakan “ayomi datang lagi gondrong ka adami itu dirumahnya” dan 
saat itu terdakwa, lk. RISAL DG. TABA, lk. DAYAT, lk. DANDI dan lk. ICCA 
mencari parang yang akan dibawah kerumah korban. Sekitar pukul 20.30 WITA 
lk. DAYAT berboncengan dengan terdakwa, lk.RISAL DG. TABA berboncengan 
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dengan lk. ICCA dan lk. DANDI menggunakan sepeda motornya menuju ke BTP 
kampung bangkala. Setelah sampai ditujuan terdakwa, ICCA dan RISAL 
DG.TABA masuk kedalam rumah sedangkan lk. DAYAT dan lk. DANDI 
menunggu ditangga. Terdakwa bersama kakak terdakwa lk. RISAL, lk. ICCA, lk. 
RISWANDI Als. DANDI dan DAYAT berangkat dari rumah terdakwa di 
pattalassang menuju BTP kampung bangkala dengan membawa alat masing-
masing (parang dan pisau pengiris daging). Setelah berada didepan kamar korban 
terdakwa mengetuk pintu kamar korban dan kemudian mengatakan mana 
suamimu, namun pada saat itu korban tidak menjawab dan tidak membuka pintu 
dan kemudiansaat pintu terbuka korban ingin lari keluar untuk melarikan 
diri..Namun pada saat itu terdakwa dan lk. RISAK menahanyya dan kemudian lk. 
RISAL langsung menahannya dan kemudian lk. RISAL langsung memarangi 
korban beberapa kali 
C. Unsur sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan 
berencana 
Dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa memberikan 
bantuan bahwa terdakwa karena pada saat itu terdakwa dan lk. RISAK 
menahanyya dan kemudian lk. RISAL langsung menahannya dan kemudian lk. 
RISAL langsung memarangi korban beberapa kali yang mengakibatkan nyawa 
korban tidak tertolong dan meninggal ditempat dimana berdasarkan Visum et 
repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/09-Mt/VI/2014 
atas nama Eka Indriani, tertanggal 30 Juni 2014 dari Rumah Sakit 
BHAYANGKARA MAKASSAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Mauluddin M, Sp.F. 
 Dari Fakta Hukum diatas jelas terlihat adanya unsur memberi bantuan 
terhadap pembunuhan berencana adalah suatu delik materiil. Delik materiil adalah 
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suatu delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang ) 
untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materiil secara sempurna, tidak semata-
mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud 
perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif. Bentuk aktif 
artinya mewujudkan perbuatan itu harus ada gerakan dari sebagian anggota tubuh 
walau sekecil apapun. 
 Dari tanggung jawab pidananya, maka pertanggung jawaban pidana atau 
kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu kemampuan 
bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sipembuat, adanya 
perbuatan melawan hukum yaitu suati sikap psikis si pelaku yang berhubungan 
deengan kelakuannya (disengaja, sikap kurang hati-hati atau lalai) serta tidak ada 
alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana 
bagi si pembuat. Mengikat hal diatas sukar atau melakukan waktu yang cukup 
lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab, kecuali kalau jiwanya tidak 
normal. Dalam hal ini. Hakim memerintahkan sekalipun tidak dimintakan oleh 
pihak terdakwa dalam hal ini terlihat baik-baik saja, tidak adanya tanda-tanda 
yang menunjukkan jiwanya tidak normal. 
Berdasarkan hasil analisis ini saya berpendapat penerapan hukum pidana 
materiil pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP jo pasal 56 ayat ke-1 telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Memberi 
Bantuan Dalam Tindak Pidana Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak 
 Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang 
sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim 
dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, kalau 
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hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya 
sedapat mungkin putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim 
akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan 
kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dengan alasan-alasan atau 
pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu 
hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan 
non yuridis. 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh 
undang-undang yang terungap didalam persidangan ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari: 
a) Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim 
Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan 
yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum seringan-
ringannya karena terdakwa sudah menyesal dan tidak akan lagi mengulangi 
perbuatannya. 
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah didakwa 
oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 
340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.
1
 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa 
saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, saksi STANIS 
JAMUN, MUHAMMAD FITRAH dan MURSALIM telah memberikan 
keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah 
                                                             
1
Widiarso, Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 18 Maret 
2017. 
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termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya 
telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana dakwaan yang kami bacakan pada 
awal persidangan, terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, 
sehingga dengan demikian kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami 
anggap paling terbukti,  yakni yakni dakwaan kesatu yang mana dakwaan kesatu 
kami berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu kami akan membuktikan 
dakwaan primairyakni melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Unsur barang siapa 
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu  
3. Unsur merampas nyawa orang lain 
4. Unsur mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan 
a. Barang Siapa 
 Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang tanpa 
kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung jawabkan 
semua perbuatannya. Yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah 
terdakwa RUSDI Allas DUDDING Yang identitasnya telah disebutkan dalam 
surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh 
keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan 
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keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Dengan demikian unsur “barang siapa”  telah terbukti. 
b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu  
Bahwa didalam undang-undang hukum pidana, pengertian sengaja tidak 
dijelaskan, akan tetapi menurut Memori Van Tolichting (M.U.T) sengaja adalah 
mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. 
Sedangkan direncanakan lebih dahulu adalah pelaksanaan perbuatan oleh 
pelaku dalam hal merampas nyawa orang tersebut, terdapat jarak waktu antara 
timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan tersebut masih 
sedemikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan 
tersebut diteruskan atau dibatalkan, waktu yang sebagaimana tersebut diatas tidak 
boleh demikian sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama. Bahwa yang utama 
adalah dalam waktu tersebut, pelaku masih dapat berfikir dengan tenang, apakah 
ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang 
bukti dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai 
barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatan tersebut. 
Menimbag, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah 
termuat dalam berita acara persidangan ini. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatlah 
fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar 
keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan 
barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 
dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik 
telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan 
terbukti secara menurut hukum dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah 
melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. 
Menimbang, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. 
Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana 
baik alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya. 
Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena harus dihukum pula 
membayar ongkos perkara. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa 
harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan 
hukum yang diajukan. 
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya 
haruslah dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan haruslah 
dirampas untuk di musnahkan. 
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Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri 
terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan terdakwa 
sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan. 
Hal-hal yang memberatkan : 
a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat 
b. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi 
keluarga korban 
Hal-hal yang meringankan : 
a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan  
b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
c. Terdakwa masih berusia dibawah umur 
2.  Pertimbangan Non Yuridis 
Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain 
pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, latar belakang keluarga dan pengaruh 
lingkungan terutama keluarga yang tidak dapat mendidik bahkan orang tua yang 
tidak dapat memberi teladan yang baik sehinnga baik sehingga perkembangan 
mental maupun diri terdakwa secara keseluruhan labil yang mengakibatkan 
sampai terjadinya pembunuhan terhadap korban Pr. Eka Indriani. 
C. Analisa Kasus 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya 
terdapat yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi, didalam putusan itu hakim 
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dan apa yang menjadi sumber 
putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, 
hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut 
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umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal 
perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim hakim haruslah meyakini apakah 
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat 
dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Pengambilan keputusan sangat diperlikan oleh hakim dalam menentukan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan 
memproses data-data yang diperoleh dalam proses persidangan dalam hal ini 
bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum 
maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan 
profesionalisme.  
Berkaitan dengan perkara yang saya teliti, pada waktu melakukan penelitian 
di Pengadilan Negeri Makassar, saya melakukan wawancara langsung kepada  
bapak Widiarso selakuhakim anak Pengadilan Negeri Makassar, adapun hasil 
wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, mengatakan bahwa: 
“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan 
hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil 
pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam 
suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam 
menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan 
terhadap hasil putusan. Seorang hakim kebenaran yuridis (hukum) dengan 
kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-
keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan 
implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat.
2
 
                                                             
2
Widiarso, Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 18 Maret 
2017. 
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Saya berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan 
teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan 
yaitu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat 
mengingat terdakwanya adalah anak.  
Bahwa hakim dan penuntut umum karena jabatannya (ex officio) wajib 
memperhatikan, sekalipun terdakwa atau penasehat hukumnya tidak 
mengemukakan ketidakmampuan bertanggungjawab itu diletakkan pada terdakwa 
anak karena misalkan apakah kemampuan jiwa anak menampakkan 
perkembangannya yang cacat atau gangguan karena penyakit?,olehnya itu 
kerjasama antara hakim dan psikiater menjadi syarat mutlak tentang penentuan 
bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawabnya anak. 
Dalam putusan tersebut dimana anak sebagai terdakwa, tidak memperhatikan 
perlu dan manfaatnya pidana bagi si anak sendiri tidaklah dilihat pada masa 
lampau tetapi juga masa depannya hal ini tidak sesuai dengan teori pemidanaan 
Relatif. 
Kemudian dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana 
terdakwa Rusdi Alias DUDDING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 
dalam pasal 56 ayat ke-1 “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau 
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu 
yang diancam dengan pidana lima tahun  atau lebih yang tidak mempunyai 
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemeriksaan  dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum”, 
berdasarkan pasal 56 ayat ke-1 KUHAP bahwa setiap tersangka yang dijerat 
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dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun wajib 
didampingi pengacara. 
Kemudian diatur lebih khususnya lagi dalam undang-undang peradilan pidana 
anak  
A. Pasal 3 huruf c “memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 
efektif” 
B. pasal 23: 
1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingioleh pembimbing kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ini. 
Dalam hal ini pengadilan anak mewajibkan  anak yang sedang terlibat 
kasus hukum untuk didampingi oleh pengacara dalam tiap tahap pemeriksaan, 
dengan demikian saya berpandangan bahwa proses hukum penyidikan Rusdi 
Alias DUDDING tidak sah karena tak didampingi pengacara. 
Kemudian secara hukum Rusdi Alias DUDDING belum cakap hukum 
sehingga dinilai belum bias melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat 
kuasa atau dokumen hukum lainnya dua ketentuan ini tak sesuai hukum 
berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa tidak cakap 
membuat/membikin perjanjian dengan demikian saya, berpandangan bahwa 
proses hukum penyidikan Rusdi Alias DUDDING tidak sesuai hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian tersebut saya sebagai penulis memberikan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus penyertaan (memberikan 
bantuan) terhadap pembunuhan berencana, penerapan ketentuan pidana pada 
perkara ini yakni pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat ke-1 KUHP telah sesuai 
dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat 
gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
dalam putusan nomor 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. telah sesuai, yakni 
dengan terpenuhnya semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 340 KUHP jo. 
Pasal 56 Ayat ke-1, serta keterangan saksi yang saling berkesusuaian 
ditambah keyakinan hakim. Namun dalam surat tuntutan jaksa penuntut 
umum menjatuhkan pidana terdakwa Rusdi Alias DUDDING dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam pasal 56 ayat ke-1 “dalam hal 
tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun 
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, 
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum”, berdasarkan pasal 56 ayat ke-1 
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KUHAP bahwa setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana yang 
ancaman hukumannya minimal lima tahun wajib didampingi pengacara. 
Kemudian diatur lebih khususnya lagi dalam undang-undang peradilan 
pidana anak :  
A. Pasal 3 huruf c “memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 
efektif” 
B. pasal 23: 
1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ini. 
Dalam hal ini pengadilan anak mewajibkan anak yang sedang 
terlibat kasus hukum untuk didampingi oleh pengacara dalam tiap tahap 
pemeriksaan, dengan demikian saya berpandangan bahwa proses hukum 
penyidikan Rusdi Alias DUDDING tidak sah karena tidak didampingi 
pengacara. 
Kemudian secara hukum Rusdi Alias DUDDING belum cakap 
hukum sehingga dinilai belum bias melakukan perbuatan hokum seperti 
membuat surat kuasa atau dokumen hukum lainnya dua ketentuan ini tidak 
sesuai hukum berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata, orang yang belum 
dewasa tidak cakap membuat/membikin perjanjian dengan demikian saya, 
berpandangan bahwa proses hukum penyidikan Rusdi Alias DUDDING 
tidak sesuai hukum. 
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B. Implementasi Penelitian 
Adapun saran yang saya dapat berikan sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini, sebagai berikut : 
1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya 
betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan 
dan juga hati nuraninya, tidak hanya hal-hal yang memberatkan akan tetapi 
juga mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa sehingga 
putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada 
terdakwa anak. 
2. Saya berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia 
menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan 
mereka dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama 
pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemudanaan yang bersifat 
memperbaiki diri terdakwa. 
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